
BUPATI TEMANGGUNG 
PROVINS! JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG 

NOMOR 17 TAHUN 2014 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL 

PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 

MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM PEMBANGUNAN PARTISIPATIF

SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI TEMJ\NGGUNG, 

a. bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 
25 Tahun 2004 ten: ang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional,1//4etentuan lebih lanjut 
mengenai operasional Progt am Nasional Pemberdayaan 
Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem 
Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional diatur dengan Peraturan Bupati; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Petunjuk Teknis Operasional Program 
Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan 
Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem 
Perencanaan Pembanguna n Nasional; . 

1. Undang-Undang ·Nomor . 13 TahuJ 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Ka bu paten Dalam 
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indqnesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lemba:ran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang 
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam 
Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 
203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4023); 

9 . Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangc,ln Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4587); 

11.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang 
Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4588); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Notnor 4593); 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

14.Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan 
Peraturan Perundang-undangan; 

15.Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang 
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan; 

16.Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 ten tang Program 
Pembangunan Yang Berkeadilan; 

17. Pera tu ran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 
Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi 
dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 1); 



18.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 7 
Tahun 2007 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 
Nomor 7); 

19.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 8 
Tahun 2007 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 8); 

20.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 9 
Tahun 2007 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 
Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2007 Nomor 9); 

21.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 
Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan dan 
Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2007 Nomor 17); 

22.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi 
Kewenangan Pemerintahan Daerah Ka bu paten 
Temanggung (Lembara'n Daerah Kabupetan Temanggung 
Tahun 2008 Nomor 6); 

23.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 
Tahun 2008 tentang Rencana Pembangur:ian Jangka 
Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2008 Nomor 10); 

24.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 
Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2012 
Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 23); 

25.Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 
Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-
2018 Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 
2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Temanggung Nomor 44); 

26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 

27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 
ten tang Perencanaan Pem bangunan Desa; 

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.07 /2009 
tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan 
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan; 

30. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 7 Tahun 2013 
tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa .. 



KATA PENGANTAR 

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Petunjuk Teknis Operasional 

(PTO) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Integrasi Kabupaten . 

Temanggung Tahun 2014 telah dapat terwujud. Petunjuk Teknis Operasional 

(PTO) PNPM Integrasi ini merupakan acuan sekaligus pegangan dalam pengelolaan 

kegiatan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN di Kabupaten Temanggung agar dapat 

terlaksana dengan transparan dan akuntabel. 

Sebagaimana diamanatkan dalarri Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 66 Tahun · 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa 

pembangunan dengan paradigma pemberdayaan harus mampu mendorong 

partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam 

perencanaan, pelaksanaan, pengawasan maupun pelestarian. 

Dalam rangka mewujudkan keberdayaan, kesejahteraan dan kemandirian 

masyarakat perlu didukung dengan sistem perencanaan pembangunan yang 

partisipatif, dimana pada level pemerintahan diperlukan perilaku yang jujur, 

terbuka, bertanggungjawab dan demokratis. Sedangkan di level masyarakat perlu 

dikembangkan mekanisme yang memberi~an peluang untuk berpartisipasi dalam 

proses pengambilan keputusan. 

Saya berharap Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Program Nasional 

Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Integrasi ini benar-benar 

digunakan sebagai kerangka acuan pelaksanaan kegiatan dan dilaksanakan 

dengan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa 

membimbing kita semua. 

Temanggung, 23 Mei 2014 
r--~· .. --· ····- ••··-~-~ ,-,,:~ ~,E 

::~-[ . r:.: i) /~ 

Drs.H.M. BAMBANG SUKARNO 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
OPERASIONAL PROGRAM NASIONAL PEMBERDAY AAN 
MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN INTEGRASI SISTEM 
PEMBANGUNAN PARTISIPATIF-SISTEM PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN NASIONAL. 

BAB I 
PEDOMAN PENGELOLAAN 

Pasal 1 

Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri 
Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan Partisipatif-Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini . 

BAB II 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal2 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Temanggung 
Nomor 20 Tahun 2013 ten tang Petunjuk Teknis Operasional Program Nasional 
Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Integrasi Sistem Pembangunan 
Partisipatif-Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Serita Daerah Kabupaten 
Temanggung Tahun 2013 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku . 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Kabupaten Temanggung. 

~--urnncla ngkan di-Temanggtmg--~ 
pad a tanggal 2 0 14 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN TEMANGGUNG, 

BAMBANG AROCHMAN 

Ditetapkan di Temanggung 
pada tanggal 2014 

BUPATI TEMANGGUNG, 

M. BAMBANG SUKARNO 



BAB VII 

PENUTUP 

PTO ini disusun sebagai pedoman dan acuan bagi pelaku-pelaku program dan 

Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam memfasilitasi kegiatan PNPM MPd 

Integrasi SPP-SPPN di Kabupaten Temanggung. 

Dengan pelaksanaan PNPM MPd Integrasi SPP-SPPN diharapkan akan terjadi 

integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam pelaksanaan program-program 

pembangunan daerah dan semakin memperkuat pelaksanaan Sistem 

Perencanaan Pembangunan Daerah. 

M. BAMBANG SUKARNO 


